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PENDAHULUAN

A. Latar Belakaog

Manusia dalam kehidupannya selalu dihadapkan pada masalatvkonflik, hal
ini tidak dapat dihindan selama manusia masih menghirup udata dalam
kehidupan. Konflik dapat terjadi karena adanya suatu perubahan yaitu sesuatu
yang terbeda dan sebelumnya, bisa juga terjadi karena adanya perbedaan antara
keingman/perasaan dengan kenyataan yang terjadi. Hal ini senmada dengan
pendapat Folberg and Taylor, konflik dapat dibsgi menjadi 2 (dua) kategori,

yaitu; '

1. Konflik yang terjadi di dalam did individu itu senditi (intrapersonal cenflict or

conflict within the individual), dan

2. Konflik yang terjadi antara individu dan individu atau antarkelompok

(interpersonal conflict or intergroup conflict).

Koaflik antara individu dengan individu asu antar kelompok dapat tegjadi
ketika dua orang atau lebih berlomba untuk mencapai tujuan yang sama atau
memperoleh sumber yang jumlahnya terbams. Timbulnya konflik meiupakan

pertanda akan adanya krisis dalam hubungan manusia, dan ticdakan yang harus

' Widnyana, 1 Made. 2007. Arternatif Pevyelesaian Sengketa (ADR) Jekarta:
Indonesiz Business Law Center (1IBLC) bekeqjasana dengan Kantor Hukuwie Gani Djemar &
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dilakukan untuk mengatasi konflik (sengkema) itu adalah mengadakan usaha untuk

memperbaiki hubungan tersebut.

Pada umumnya. masyarakat berpandangan babwa sengketa (konflik) hanya
bisa diselesaikan melalui jatur pengadilan, bahkan katangan professional hukum
pun berpandangan yang sama. Sampai seat ini, banyak dari kalangen mereka
hanya terpaku memilih jalur litigasi dan melupakan serta mengalaikaa cara-cara
penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, dalam hal iy Alteafif
Penyelesaian Sengketa (APS) atau lebih dikenal dengan istilah 4lernative Dispute
Resolution (ADR) atau sering juga disebut dengan istitah Qut of Court Setrlement
(OCS). Sejatinya penyelesaian masalah di luar peradilan sudah dikenal bangsa kit

sejak dulu, hel ini terungkap pada selogan “musyawarab untuk mencapai

mufakat™

Untuk melaksanakan upaya ADR dalam praktek tentunya diperlukan aturan
hukum yang bersifat formal karena negara kita menganut Konsep Negara Hukum,
yang salah satu unsurnya adalah segala endakan pemerintah dan masyarakat harus

didasarkan pada hukum/peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa sebenarnya dapat dijadikan dasar bukum untuk
menyelesatkan sengketa di luar pengadilan, tetapi pengaturan khususnya
mengenai ADR masih sangat minim di dalam undang-undang tersebut. Undang-
undang ini adalah pembaharuan dari Pasal 615 sampai dengan Pasal 65!

Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechisvoredering. Stautblad 1847: 52)
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dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbahanui (Het Herziene Indonesisch
Reglement, Staatblad 1941:44) serta Pasal 705 Regiemen Acara untuk daerah tuar

Jawa dan Madura (rechisreglement Bujtenewesten. Staadblad 1927: 227).
B. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul penelitian adalah nama dan perelitian. Judul penelitian merupakan
intisari atau ksistalisasi dan isi penelitian ; abstraksi masalah yacg akan diteliti
secara sederhana; refleksi dari masalab yang akan diteliti.?

Pengertian dari judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
DIBATALKANNYA PUTUSAN LEMBAGA  ARBITRASE OLEH
MAHKAMAH AGUNG” adalah sebagai benknt :

Kata “Tinjauan Yu:idis” memiliki makna : pandangan umum mengenai
suatu keadzap/peristiwa yang dilihat apakah keadaan tersebut telah memenuhi
aspek-aspek hukum yang berlaku.

Makna Kam “Dibasalkannya™ adalah : tidak berlaku secara hukum oleh
lembaga negara yang berwenang.

“Putusan” memiliki makna hasil peradilan yang dilakukan lembaga pegara
Republik Indonesia yang meaitiki kekuasaan kekakiman berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945.

“Arbitrase” edalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar
peradilan umum yang didasarkan pada peijanjian arbitrase yang dibuat secara

tertulis oleh para pihak yang bersengketa *

* www Penvulisan propesal penelitian hulaan rormtif. diakses
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“Meghkamah Agung” adalah salah satu pelaku keluasaan kehakiman
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.°

Jadi judul skzipsi ini memililo emzknz, mengga:sbarkan, mengungkapkan
dan mengkaji secara ywidis tentang dibakelkannya (tidak berlakunya secara
hukum) putusan lembaga arbitrase oleh Mahkamah Agung Neguara Republik

iodonesia.

C. Alasan Pemilihan Judul

Sejak dahulu masyarakat mengenal apa yang disebut dengan perikatan,
balk yang lahir karena undang-undang maupun karena peganiian. Dengan
tenkatnya para pihak dalam suatu perjanjian, maka para pihak harus
melaksanakannya karena setiap perjanjian yang dibuat secara szh berlaku seperti

undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Akan tetapi, kadangkala dalam pelaksanasnpya mungkin saja mengalami
hambatan-hambatan yang pada akhimya mewmpeagaruhi tujuan dan perjanjian
ya mereka buat. Bahkan lebih berat lagi dapat menimbulkan perselisihan asau

konfiik akibat tidak dapat dilaksarakaanya perjanjian itu oleh salah satu pihak.

Ada berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam

menyelesaikan  sengketa atan  konfllk yang mereka hadapi.dalam

? Pacal 1 angks 1 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dzo Atternatif
Penvelesaian Scogkels.
4 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indumesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan
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perkembangannya, masyarakat yang semakin modem meninggalkan cara-cara
lama (yang merupakan kebiagaan) dan beralih ke cara<ara hukum/yuridis
sehingga warpa masyarakat tampak secara berangsur-angsur mulai menggunakan

cara penyelesaian sengketa yang diakw pemerintah.

Cara penyelesaian sengketa yang selama ini kite kenal adalah cara
penyelesaian secara yuridis dan nonyuridis, dan ada pula yang menyebutnya cara
melalui pengadilan/litigasi dan tidak melalui pengadilan/nen litigasi. Cara yuridis,
nonyuridis dan cara melalui pengadilan, tidak melalui pengadilan ini pada

prinsipnya sama saja, tergantung dari sudut mana kita meninjaunya.

Kini, penyelesaian sengketa bisnis melalui cara non yuridis/arbitrase
merupakan kebutuhan bahkan idola bagi para pelaku bisnis. Menyikapi kebutuhan
dunia usaha akan penyelesaian sengketa non litigasi ini, pemerintah Indonesia
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan
Altematif Penyelesaian Sengketa sebagai landasan hukum pelaksanaan arbitrase
di Indonesia. Arbitrase dipilih oleh para pelaku bisnis artara lain disebabien :
sengketa diperiksa oleh orang-orang yang ahli mengenai masalah-masalah yang
disengketakan oleh karena itu waktu penyelesaian sengketa relatif cepat. biaya
lebih ringan, serta pihak-pihak dapat menyelesaikan sengketa tanpa publikasi
yang mungkin dapat merugikan reputasi dan lain sebagainya. Dibandingkan
dengan pengadilan konvensional, maka arbitrase mempunyai kelebihan atau
keuntungan. antara lain : Dijamin kerahasiaan sengketa pa pihak; Dapat
dthindan kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan admiristratif;
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